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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR  11   TAHUN  2013 
TENTANG  

PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, setiap Pegawai Negeri 
Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; 

   b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas, selain jabatan struktural dan jabatan 
fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu dikembangkan jabatan fungsional umum; 

   c. bahwa pembinaan dan pengawasan manajemen 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir ditentukan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Jabatan 
Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

4. Keputusan Presiden  Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah 
tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden  Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan 
Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir; 
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